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ABSTRAK
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	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa hak-hak tahanan mutlak didapatkan oleh
setiap tersangka yang ditahan sesuai yang tercantum dalam Pasal 56 hingga Pasal 74. Namun dalam memenuhi hak-hak tersebut
masih ditemukan persoalan ataupun hambatan.Tidak seluruh hak-hak yang ditentukan dalam Qanun Acara Jinayat dipenuhi dengan
baik. 
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak-hak tahanan terhadap pelanggar Qanun Jinayat dan
kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum atau penyidik dalam memenuhi hak-hak tahanan serta upaya penanggulangan
seperti apa dalam mengatasi hambatan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan pelanggar Qanun Jinayat selama proses penyidikan.
	Data skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data
sekunder dengan cara memperlajari ketentuan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan proses pemenuhan hak-hak tahanan terhadap pelanggar Qanun Jinayat masih ada yang belum
terpenuhi seperti: hak atas bantuan hukum atau didampingi pengacara pada setiap tingkat pemeriksaan, hak atas layanan kesehatan
begitu juga hak untuk dikunjungi oleh keluarga dan hak berkirim dan menerima surat. Hambatan dalam memenuhi hak-hak tahanan
kurangnya anggaran serta SDM yang sedikit sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi hak-hak tahanan dan kurangnya fasilitas
seperti sel tahanan yang cukup dan kurang memadai begitu juga dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Hambatan lain adalah masih
rendahnya pengetahuan tersangka akan hak-haknya dalam proses penyidikan serta upaya kerja sama yang dilakukan dari WH ke
kemenkumham untuk menanggulangi kendala-kendala dalam memenuhi hak-hak tersangka.
	Disarankan kepada Wilayatul Hisbah dan Satpol PP agar mengkaji kembali setiap anggaran yang ada di Wilayatul Hisbah dan
melakukan penambahan, seperti ruang tahanan/sel, bangunan maupun fasilitas lainnya. Pada pimpinan Wilayatul Hisbah disarankan
untuk membuat kesepakatan dengan instansi yang terkait untuk menunjang hak-hak tahanan seperti lembaga bantuan hukum yang
ada di Banda Aceh serta melakukan penambahan petugas untuk terciptanya keamanan yang lebih baik.	 
